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Abstrak
Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terkait partisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton Kecamatan Krian serta merumuskan solusi peningkatan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 95 responden yang dipilih melalui proportionate random sampling. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terkait partisipasi berada pada kategori sedang. Berdasarkan indikator Cohen dan Uphoff, pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai mean tertinggi sebesar 3,72 (tinggi), sedangkan pengambilan keputusan sebesar 1,99 (rendah), pemanfaatan hasil sebesar 2,72 (sedang), dan evaluasi sebesar 2,48 (rendah). hasil uji Crosstabulation dan Chi-Square menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan dengan persepsi masyarakat terkait partisipasi, sedangkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal tidak menunjukkan hubungan signifikan. Peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi, serta penguatan koordinasi dan evaluasi berkala antarpemangku kebijakan secara efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, TPST, persepsi masyarakat

Abstract
Waste management is an important effort in supporting sustainable development that requires active community participation. This study aims to analyze community perceptions regarding participation in the implementation of waste management policies at the TPST Kraton Village, Krian District and formulate solutions to increase participation. This study used a descriptive quantitative approach with 95 respondents selected through proportionate random sampling. The results showed that community perceptions regarding participation were in the moderate category. Based on the Cohen and Uphoff indicators, activity implementation obtained the highest mean value of 3.72 (high), while decision making was 1.99 (low), utilization of results was 2.72 (moderate), and evaluation was 2.48 (low). Crosstabulation and Chi-Square test results showed that education level had a significant relationship with community perceptions regarding participation, while age, gender, occupation, and length of residence did not show a significant relationship. Increasing participation can be done through strengthening participatory communication, increasing human resource capacity, providing facilities and infrastructure, developing technology, and strengthening coordination and periodic evaluation between policy makers effectively and sustainably for the community.
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PENDAHULUAN
Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, serta keterbatasan sistem pengelolaan yang efektif menyebabkan peningkatan volume sampah yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknik, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah (SYSTEMIQ, 2024).
Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal, Desa Kraton Kecamatan Krian memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Keberadaan TPST ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah. TPST Desa Kraton juga pernah meraih penghargaan sebagai salah satu TPST berprestasi di Kabupaten Sidoarjo. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya pengelolaan sampah yang baik di tingkat desa, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (Mustafia & Sukmana, 2024).
		Meskipun telah meraih penghargaan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian kelembagaan TPST dengan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah, penyetoran sampah, serta keikutsertaan dalam program lingkungan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya terlihat dalam pelaksanaannya di lapangan. Keberhasilan pengelolaan sampah di TPST tidak hanya ditentukan dari ketersediaan sarana dan kelembagaan, tetapi juga dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
		 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan, seperti norma sosial, rasa memiliki terhadap lingkungan, hubungan masyarakat dengan institusi pengelola, serta efektifitas kelembagaan dan kualitas layanan publik (Fritsche et al., 2018; Barrutia Echebarria, 2019). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dapat berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat (Nurikah et al., 2022; Purwendah et al., 2022). Namun penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi masyarakat terkait partisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian masih perlu dilakukan. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengkaji partisipasi masyarakat berdasarkan persepsi masyarakat sebagai pihaak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian, serta menganalisis Solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi partisipasi masyarakat sekaligus menjadi masukan bagi aparat desa dan pengelola TPST dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait partisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton, Kecamatan Krian. Populasi penelitian adalah kepala keluarga di Desa Kraton dengan jumlah 1.969 KK. Sampel penelitina berjumlah 95 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan teknik menggunakan teknik proportionate random sampling (Sugiyono, 2022). Variabel utama penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yang diukur berdasarkan teori Cohen dan Uphoff melalui empat indikator, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Instrument penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat (Joshi et al., 2015), sedangkan data pendukung diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah digunakan sebagai konteks penelitian dan bukan sebagai variabel yang dianalisis secara statistik.
Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan mean, persentase, dan distribusi frekuensi (Creswell, 2021). Analisis dilengkapi dengan tabulasi silang (Cross Tabulation), dan uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan karakteristik responden, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi dikategorikan berdasarkan nilai mean ke dalam lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan snagat tinggi, dengan interval 0,80 pada skala Likert 1-5 (Riduwan, 2015). Data diolah melalui tahapan editing, coding, dan pengolahan menggunakan SPSS
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1. Lokasi Penelitian
	Desa Kraton merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Kraton terletak pada koordinat 7⁰24’24,4” LS dan 112⁰34’13,9” BT. Desa Kraton ini memiliki luas wilayah sekitar 180,01 hektar (ha). Kondisi wilayah yang berkembang serta tingginya aktivitas masyarakat, menyebabkan mobilitas dan interaksi sosial masyarakat di Desa Kraton berlangsung cukup aktif dalam kehidupan sehari-harinya. 
Desa Kraton ini memiliki empat dusun, yaitu Dusun Sidowaras, Dusun Sidomukti, Dusun Kraton, dan Dusun Parengan. Adapun batas wilayahnya sebagai berikut: 
Sebelah Utara: Desa Sidomulyo
Sebelah Timur: Desa Kemangsen dan Kelurahan Krian
Sebelah Selatan: Kelurahan Krian
Sebelah Barat: Desa Balongbendo 
Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian 
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	Kondisi wilayah Desa Kraton didominasi oleh kawasan permukiman masyarakat dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup padat. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai wiraswasta pada sektor perdagangan. Beragamnya aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan aktivitas rumah tangga dan kegiatan usaha menghasilkan sampah yang relative tinggi. Dalam menangani permasalahannya, Desa Kraton memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah masyarakat melalui kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir.
2. Karakteristik Responden
a. Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 95 responden, diketahui bahwa responden Perempuan berjumlah 52 orang, sedangkan responden laki-laki berjumlah 43 orang. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa responden Perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki dalam penelitian ini. Secara lebih detail hal ini dapat dilihat pada table berikut ini: 
Tabel 1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	Jenis Kelamin
	F
	%

	Perempuan
	52
	54%

	Laki-Laki
	43
	46%

	Total
	95
	100%


Sumber: Olah data primer, 2026
b. Usia
	Berdasarkan hasil penelitian terhadap 95 responden, kelompok usia >40 tahun memiliki proporsi terbesar yaitu 72% atau sebanyak 68 responden. Selanjutnya, kelompok usia 31-40 tahun berjumlah 24 responden atau sebesar 25%, sedangkan kelompok usia 21-30 tahun memiliki proporsi paling kecil, yaitu 3% atau sebanyak 3 responden. Dominasi responden pada kelompok usia di atas 40 tahun yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan masyarakat yang telah memiliki pengalaman sosial dan keterikatan yang relatif kuat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, rendahnya proporsi responden pada kelompok usia 21-30 tahun menunjukkan keterwakilan masyarakat usia muda dalam penelitian ini relatif terbatas. Secara lebih detail hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
	Usia 
	F
	%

	21-30
	3
	3%

	31-40
	24
	25%

	>40
	68
	72%

	Total
	95
	100%


Sumber: Olah data primer, 2026
c. Jenis Pekerjaan
	Berdasarkan hasil penelitian terhadap 95 responden, mayoritas responden bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan proporsi 48%, diikuti oleh wiraswasta sebesar 42%. Sementara itu, responden yang bekerja sebagai karyawan sebesar 7%, buruh dan PNS sebesar 2%. Dominasi IRT dan wiraswasta menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki keterkaitan dengan aktivitas domestic maupun kegiatan ekonimi mandiri. Karakteristik pekerjaan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang aktivitas masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian terkait partisipasi pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
	Jenis pekerjaan 
	F
	%

	IRT
	44
	48%

	Karyawan 
	7
	7%

	Wiraswasta 
	40
	42%

	Buruh
	2
	2%

	PNS
	2
	2%

	Total
	95
	100%


Sumber: Olah data primer, 2026
d. Lama Tinggal
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 95 responden, mayoritas responden telah tinggal di Desa Kraton selama lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 84 responden (89%). Selanjutnya, responden yang telah tinggal selama 5-10 tahun berjumlah 10 responden (10%), dan responden yang tinggal kurang dari 5 tahun hanya berjumlah 1 responden (1%). Dominasi responden dengan lama tinggal lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menjadi responden telah menetap cukup lama di Desa Kraton dan memiliki pengalaman serta keterikatan yang relatif kuat terhadap lingkungan tempat tinggalnya.
Tabel 1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Tinggal
	Daerah Asal
	F
	%

	<5 th
	1
	1%

	5-10 th
	10
	10%

	>10 th
	84
	89%

	Total
	95
	100%


Sumber: Olah data primer, 2026
e. Tingkat Pendidikan
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Dari 95 responden, tingkat pendidikan SMA emiliki proporsi terbesar yaitu 43%, diikuti SMP sebesar 33%, SD sebesar 17%, dan S1 sebesar 7%. Dominasi responden pada tingkat pendidikan SMA menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menjadi responden berada pada kategori pendidikan menengah. Sementara keberadaan responden dengan tingkat pendidikan SD dan SMP menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton melibatkan masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan.
Tabel 1.5 Jenis Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	Tingkat Pendidikan
	F
	%

	SD
	16
	17%

	SMP
	31
	33%

	SMA/SMK
	41
	43%

	S1
	7
	17%

	Total
	95
	100%


Sumber: Olah data primer, 2026
3. Persepsi Masyarakat Terkait Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Indikator
a. Partisipasi Masyarakat
	Indikator
	Mean
	Kategori

	Pengambilan Keputusan
	1,99
	Rendah

	Pelaksanaan Kegiatan
	3,72
	Tinggi

	Pemanfaatan Hasil
	2,72
	Sedang

	Evaluasi Progra,
	2,48
	Rendah


	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait partisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton berada pada kategori sedang. Pengukuran partisipasi masyarakat didasarkan pada empat faktor indikator Cohen dan Uphoff, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Hasil pengukuran masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.6 Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Indikator
Sumber: Olah data primer, 2026
	Berdasarkan Tabel 1.6, pelaksanaan kegiatan merupakan indikator dengan nilai mean tertinggi, yaitu 3,72 dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lebih terlihat pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Sementara itu, indikator pemanfaatan hasil memperoleh nilai mean 2,72  dengan kategori sedang. Indikator evaluasi memperoleh nilai mean 2,48 dan pengambilan keputusan memperoleh nilai mean 1,99, yang keduanya masuk pada kategori rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum merata pada seluruh tahapan pengelolaan sampah dengan keterlibatan yang lebih tinggi pada pelaksanaan dibandingkan pengambilan keputusan dan evaluasi.
b. Hubungan Karakteristik Responden dengan Persepsi Masyarakat
	Analisis hubungan karakteristik responden dengan persepsi masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilakukan melalui tabulasi silang (Cross Tabulation) dan uji Chi-Square. Tabulasi silang digunakan untuk mengetahui distribusi persepsi masyarakat berdasarkan karakteristik responden, sedangkan uji Chi-Square digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara karakteristik responden dengan persepsi masyarakat. Karakteristik yang dianalisis meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lama tinggal.
Tabel 1.7 Cross Tabulation Usia dengan Persepsi Masyarakat
	Usia
	Rendah 
	Sedang
	Tinggi
	Total

	21-30 th
	1
	2
	0
	3

	31-40 th
	8
	13
	3
	24

	>40 th
	24
	34
	10
	68

	Total
	33
	49
	13
	95


Sumber: Olah data SPSS, 2026
Distribusi persepsi masyarakat pada setiap kelompok usia menunjukkan bahwa kategori sedang merupakan kategori yang paling dominan. Kelompok usi >40 tahun memiliki jumlah responden terbesar, dengan 34 responden berada pada kategori sedang, 24 responden  pada kategori rendah, dan 1- responden pada kategori tinggi.
Tabel 1.8 Cross Tabulation Jenis Kelamin dengan Persepsi Masyarakat
	Jenis Kelamin
	Rendah 
	Sedang
	Tinggi
	Total

	Perempuan
	18
	26
	8
	52

	Laki-Laki
	15
	23
	5
	43

	Total
	33
	49
	13
	95


Sumber: Olah data SPSS, 2026
	Persepsi masyarakat pada responden perempuan maupun laki-laki didominasi pada kategori sedang. Responden perempuan terdiri atas 26 orang pada kategori sedang, 18 orang pada kategori rendah, dan 8 orang pada kategori tinggi. Sedangkan pada responden laki-laki terdiri atas 23 orang dengan kategori sedang, 15 orang pada kategori rendah dan 5 orang pada kategori tinggi.
Tabel 1.9 Cross Tabulation Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Masyarakat
	Pendidikan
	Rendah 
	Sedang
	Tinggi
	Total

	SD
	8
	5
	3
	16

	SMP
	15
	13
	3
	31

	SMA/SMK
	8
	29
	6
	43

	S1
	2
	2
	3
	7

	Total
	33
	49
	13
	95


Sumber: Olah data SPSS, 2026
		Kelompok pendidikan SMA/SMK merupakan kelompok dengan jumlah responden terbanyak yaitu 43 responden, dengan rincian 29 responden pada kategori sedang, 8 responden pada kategori rendah, dan 6 responden pada kategori tinggi.
Tabel 1.10 Cross Tabulation Jenis Pekerjaan dengan Persepsi Masyarakat
	Pekerjaan
	Rendah 
	Sedang
	Tinggi
	Total

	IRT
	17
	22
	5
	44

	Buruh
	1
	0
	1
	2

	Karyawan
	4
	4
	2
	10

	Wiraswasta
	11
	22
	7
	40

	PNS
	0
	1
	0
	1

	Total
	33
	49
	13
	95


Sumber: Olah data SPSS, 2026
	Dsitribusi persepsi masyarakat pada kelompok pekerjaan menunjukkan bahwa kategori sedang mendominasi pada sebagian besar jenis pekerjaan. Pekerjaan IRT dan Wiraswasta merupakan kelompok dengan jumlah responden terbesar, masing-masing sebanyak 44 dan 40 responden.
Tabel 1.11 Cross Tabulation Jenis Pekerjaan dengan Persepsi Masyarakat
	Lama Tinggal
	Rendah 
	Sedang
	Tinggi
	Total

	<5 th
	1
	0
	0
	1

	5-10 th
	4
	4
	2
	10

	>10 th
	28
	45
	11
	68

	Total
	33
	49
	13
	95


Sumber: Olah data SPSS, 2026
		Responden dengan lama tinggal >10 tahun merupakan kelompok terbesar, yaitu 84 responden. Pada kelompok tersebut, 45 responden berada pada kategori sedang, 28 responden pada kategori rendah, dan 11 responden pada kategori tinggi. Setelah melihat distribusi memlalui Cross Tabulation, selanjutnya dilakukan uji Chi-Square untuk mengetahui signifikansi hubungan antara karakteristik responden dengan persepsi masyarakat.
Tabel 1.12 Hasil Uji Chi-Square Karakteristik Responden dengan Persepsi Masyarakat
	Karakteristik
	Pearson Chi-Square
	Sig
	Ket

	Usia
	4,286
	0,776
	Tidak Signifikan

	Jenis Kelamin
	1,555
	0,817
	Tidak Signifikan

	Tingkat Pendidikan
	22,053
	0,037
	Signifikan

	Jenis Pekerjaan
	13,737
	0,617
	Tidak Signifikan

	Lama Tinggal
	7,386
	0,496
	Tidak Signifikan


Sumber: Olah data SPSS, 2026
		Berdasarkan tabel tersebut, tingkat pendidikan merupakan satu-satunya karakteristik responden yang memiliki hubungan signifikan dengan persepsi masyarakat terkait partisipasi, dengan nilai signifikansi 0,037 < 0,05. Sementara usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga tidak menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan berkaitan dengan perbedaan persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton.
4. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPST Desa Kraton Kecamatan Krian dalam Mendukung Partisipasi
	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton Kecamatan Krian, dikaji berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala desa, kepala TPST, serta pengelola TPST. Analisis implementasi Kebijakan mengacu pada empat aspek menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton telah berjalan dan didukung oleh keempat aspek tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kondisi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung partisipasi masyarakat secara lebih optimal.
	Penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pertemuan RT, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Informasi yang disampaikan meliputi tata cara pengelolaan sampah, pentingnya pemilahan sampah rumah tangga, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPST. Hasil observasi juga menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi serta koordinasi antara pemerintah desa, pengelola TPST dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan samph. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya berjalan optimal karena sebagian masyarakat masih memerlukan waktu untuk memahami, seperti dalam pemilahan sampah rumah tangga dan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah. selain itu, tingkat penerimaan dan katerlibatan masyarakat terhadap informasi yang diberikan juga belum merata.
	Pada aspek sumber daya, TPST Desa Kraton telah memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah, baik organic maupun anorganik. Pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh tenaga pelaksana dan pendanaan operasional yang berasal dari iuran rutin masyarakat juga dukungan anggaran pemerintah desa. Meski demikian, jumlah tenaga kerja pengelola yang terlibat dalam kegiatan operasional masih terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. selain itu, sarana dan prasarana yang telah tersedia masih memerlukan pengembangan teknologi dan pembaruan peralatan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
	Pada aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen dan dukungan dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pengelolaan sampah. pengelola TPST melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah secara rutin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah desa juga memberikan dukungan melalui koordinasi dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah. Sementara aspek struktur birokrasi ditunjukkan melalui adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah desa, pengelola TPST, dan masyarakat. Koordinasi antara pemeirntah desa dan pengelola TPST dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. hasil observasi menunjukkan bahwa setiap pihak menjalankan peran sesuai tugas yang telah di tetapkan, sehingga kegiatan pengelolaan sampah berlangsung secara terstruktur.
Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton telah didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan kebijakan telah memberikan dasar bagi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, terutama melalui penyampaian informasi, dukungan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan secara rutin, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Amun terdapat beberapa kendala berupa belum meratanya pemahaman dan penerapan informasi oleh masyarakat, keterbatasan tenaga pengelola, serta kebutuhan pengembangan sarana dan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mendukung partisipasi masyarakat, tetapi penguatan pada aspek komunikasi dan sumber daya masih perlu agar keterlibatan masyarakat dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.
PEMBAHASAN
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Cohen dan Uphoff memandang keempat tahapan sebagai satu kesatuan dalam menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat belum merata pada setiap tahapan menunjukkan bahwa keberadaan partisipasi belum sepenuhnya manggambarkan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses kebijakan.
Pada Desa Kraton, keterlibatan masyarakat yang lebih kuat pada pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi lebih mudah terbentuk pada aktivitas yang bersifat langsung dan operasional. Sebaliknya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program masih memerlukan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta memengaruhi arah pengelolaan sampah. Kondisi seperti ini sejalan dengan Fitriyani dan Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R lebih dominan pada tahap pelaksanaan, sementara keterlibatan pada tahap perencanaan dan evaluasi program masih terbatas. Dermawan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih dominan pada pelaksanaan dan pemanfaatan hasil.
Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui perspeksti Ladder of Citizen Participation yang dikemukakan oleh Arnstein. Keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa partisipasi yang berlangsung belum sepenuhnya memberikan posisi yang kuat bagi masyarakat dalam memengaruhi proses kebijakan. Masyarakat telah memperoleh informasi dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, tetapi keterlibatan belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kondisi ini mengarah pada karakteristik partisipasi tingkat tekonism, yaitu masyarakat telah memperoleh ruang untuk terlibat dan menyampaikan pandangan, tetapi tingkat pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan masih terbatas.
Hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan persepsi masyarakat terkait partisipasi menunjukkan kapasitas pendidikan memiliki keterkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami dan merespons pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. pendidikan dapat berkontribusi terhadap kemampuan masyarakat dalam menerima informasi, memahami permasalahan lingkungan, serta menentukan bentuk keterlibatan yang sesuai dalam suatu program. Sejalan dengan penelitian Santosa dan Pratiwi (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan dukungan kelembagaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. 
Dikemukakan juga oleh Nizar et al. (2022) serta Kumar dan Agrawal (2023) yang menempatkan pendidikan sebagai salah stau faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, perbedaan tingkat pendidikan dapat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang strategi peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam membangun pemahaman dan katerlibatan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Namun keterlibatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan karakteristik masyarakat sebagai kelompok sasaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kebijakan dan lingkungan kelembagaan yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam membentuk ruang dan kondisi bagi berlangsungnya partisipasi masyarakat. Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut membentuk kondisi yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diwujudkan dalam tindakan dan mencapai kelompok sasaran. Dalam TPST Desa Kraton, implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah menyediakan perangkat pelaksanaan yang mendukung keberlangsungan program, tetapi belum sepenuhnya aspek tersebut mampu menghasilkan keterlibatan masyarakat yang optimal pada setiap tahapan partisipasi.
Aspek komunikasi memiliki posisi penting untuk menentukan sejauh mana tujuan dan mekanisme kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran. Sosialisasi, pertemuan RT, koordinasi yang dilakukan di TPST Desa Kraton telah menjadi instrumen dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sampah. Namun belum meratanya pemahaman dan penerapan informasi menunjukkan bahwa efektivitas komunikais masih perlu diperkuat. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi tidak berhenti pada proses transmisi informasi, tetapi mencakup kemampuan informasi dapat dipahami jelas dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Sejalan dengan Rahmawati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi program oleh pemerintah memiliki peranan dalam membentuk keterlibatan masyarakat. Maka penguatan komunikasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai kebijakan, tetapi juga memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaannya. 
Pemahaman terhadap kebijakan yang telah dibangun melalui komunikasi, selanjutnya perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai agar kebijakan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif. Pada aspek sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan telah menjadi faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton. Akan tetapi, keterbatasan tenaga pengelola dan kebutuhan pengembangan teknologi menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan pengelolaan sampah. keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas pelaksana dalam mengembangkan kegiatan dan memperluas ruang keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta teknologi pengelolaan sampah di perlukan, tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas operasional TPST, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pengembangan partisipasi masyarakat.
Berbeda dengan aspek komunikasi dan sumber daya yang masih menghadapi keterbatasan, aspek disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan kondisi yang relative mendukung implementasi kebijakan. Komitmen pengelola TPST dan dukungan pemerintah desa terlihat dalam pelaksanaan kegiatan secara rutin serta koordinasi antarpihak. Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawa yang jelas antara pemerintah desa dan pengelola TPST memberikan dasar kelembagaan bagi pelaksana dan kejelasan struktur organisasi menjadi modal dalam menjaga keberlangsungan kebijakan. Namun, keberadaan dukungan kelembagaan perlu diikuti dengan penguatan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat secara lebih bermakna, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi.
Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton telah memiliki fondasi kelembagaan yang mendukung keberlangsungan program, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi masyarakat yang substantif pada seluruh tahapan. Kesenjangan antara keterlibatan pada tahap pelaksanaan dengan keterlibatan pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi program menunjukkan bahwa penguatan partisipasi perlu ditingkatkan. Penguatan komunikasi partisipatif, penguatan sumber daya, serta penyediaan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kontribusi dalam memperluas peran masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan kegiatan operasional, tetapi juga dapat berkembang menuju tata kelola pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat terkait partisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton Kecamatan Krian berada pada kategori sedang. Partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan kegiatan, sedangkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi masih tergolong rendah. hasil uji Cross Tabulation dan Chi-Square menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi masyarakat terkait partisipasi. Sedangkan usia, jenis kelamis, pekerjaan dan lama tinggal tidak memiliki hubungan yang signifkan.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Kraton telah didukung oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut telah mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah, namun belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi masyarakat secara optimal, khususnya pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi. Maka dari itu, penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya, serta perluasan ruang keterlibatan masyarakat menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Saran
1. Pemerintah Desa Kraton bersama pengelola TPST disarankan untuk memperkuat komunikasi melalui sosialisasi, forum musyawarah, dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi perlu dilakukan guna mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi partisipasi masyarakat, menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan pemahamanan yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
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      P ERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGELOLAAN  SAMPAH TERPADU (TPST) DESA KRATON KECAMATAN KRIAN KABUPATEN  SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR   Ainu n   Khafidhotul Fikriyah   S1   Pendidikan   Geografi,   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Politik,   Universitas   Negeri   Surabaya  Email :   ainun .220 75 @mhs.unesa.ac.id     D ian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc.   Dosen   Pembimbing   Mahasiswa     Abstrak   Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung  pembangunan  berkelanjutan yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis  persepsi masyarakat terkait partisipasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST  Desa Kraton Kecamatan Krian serta merumuskan solus i peningkatan partisipasi. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 95 responden yang dipilih melalui  proportionate  random sampling . Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terkait partisipasi berada pada  kategori sedang . Berdasarkan indikator Cohen dan Uphoff, pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai  mean  tertinggi sebesar 3,72 (tinggi), sedangkan pengambilan keputusan sebesar 1,99 (rendah),  pemanfaatan hasil sebesar 2,72 (sedang), dan evaluasi sebesar 2,48 (rendah). hasil uji  Crosstabulation   dan  Chi - Square   menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan dengan persepsi  masyarakat terkait partisipasi, sedangkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal tidak  menunjukkan hubungan signifikan.  Peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui penguatan  komunikasi partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penyediaan sarana dan prasarana,  pengembangan teknologi, serta penguatan koordinasi dan evaluasi berkala antarpemangku kebijakan  s ecara efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.   Kata   Kunci:   Par tisipasi masyarakat, implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, TPST, persepsi  masyarakat     Abstract   Waste management is an important effort in supporting sustainable development that requires  active community participation. This study aims to analyze community perceptions regarding  participation in the implementation of waste management policies at the T PST Kraton Village, Krian   District and formulate solutions to increase participation. This study used a descriptive quantitative  approach with 95 respondents selected through proportionate random sampling. The results showed that  community perceptions regarding participation were  in the moderate category. Based on the Cohen and  Uphoff indicators, activity implementation obtained the highest mean value of 3.72 (high), while  decision making was 1.99 (low), utilization of results was 2.72 (moderate), and evaluation was 2.48  (low). Cro sstabulation and Chi - Square test results showed that education level had a significant  relationship with community perceptions regarding participation, while age, gender, occupation, and  length of residence did not show a significant relationship. Increasi ng participation can be done through  strengthening participatory communication, increasing human resource capacity, providing facilities  and infrastructure, developing technology, and strengthening coordination and periodic evaluation  between policy makers   effectively and sustainably for the community.   Keywords :  Community participation, policy implementation, waste management, TPST, community  perception  

